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Abstrak

Literasi politik merupakan upaya untuk membangun kepedulian sesama warga negara untuk pemberdayaan politik mereka (citizen care for political empowerment). Masyarakat desa yang kerapkali tak tersentuh dan terpinggirkan dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesa sudah saatnya diberdayakan. Kampanye literasi politik di kalangan desa menjadi penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu diperlukan berbagai strategi dan pendekatan dalam proses kampanye literasi politik di kalangan desa. Perubahan sosial di masyarakat desa menjadi tumpuan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kuat.

Kata kuci: Kampanye, Literasi Politik, Strategi, Desa, Perubahan Sosial
Abstract

Political literacy is an effort to build awareness among citizens for their political empowerment (citizen care for political empowerment). It is time for rural communities who have been left untouched and marginalized in the process of consolidating democracy in Indonesia. Political literacy campaigns among villages are important in efforts to empower village communities. For this reason, various strategies and approaches are needed in the political literacy campaign process in the village circles. Social change in rural communities becomes the foundation for the strength of the Republic of Indonesia.
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PENDAHULUAN
Literasi politik memiliki posisi strategis di tengah gerak konsolidasi demokrasi Bangsa Indonesia saat ini. Kampanye literasi politik kemudian menjadi keniscayaan untuk membangun kesadarann publik terlebih di kalangan desa. Minimnya sarana dan prasarana yang ada di desa menjadikan usaha dalam mengampanyekan literasi politik harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan pedesaan.

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen pada paham “kedaulatan rakyat” dan “Negara hukum”. Masyarakat desa harus tersentuh dengan pemahaman tentang literasi politik sebagai bagian dari warga negara dan mengusung kedaulatan rakyat. Memahami masyarakat desa merupakan pijakan awal bagaimana kegiatan literasi politik dalam dilakukan di kalangan masyarakat. Oleh karena kampanye literasi politik harus memiliki strategi dan model-model kampanye. 

Merujuk pada UU Desa No. 6 Tahun 2014 desa dipimpin dan dikelola oleh Pemerintah Desa, yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengungkapkan bahwa ada permasalahan desa. Di antaranya masih adanya perbedaan dalam penafsiran UU Desa.

PEMBAHASAN
A. Basis Teori: Diffusion of Innovation Theory dan Pemberdayaan Politik
Diffusion of Innovation Theory
Kampanye literasi politik merupakan upaya untuk mengubah masyarakat. Oleh sebab itu pendekatan teori jelas sangat dibutuhkan. Dalam makalah ini penulis ingin mengangkat teori yang relevan untuk perubahan di kalangan desa yaitu Teori Divusi Inovasi.

Teori ini diperkenalkan oleh ilmuwan komunikasi termasyhur yaitu, Everett M. Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations.
 Ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Literasi politik sebagai sebuah inovasi harus terdifusikan kepada kelompok masyarakat dalam hal ini adalah kalangan desa.

Tahapan peristiwa yang menciptakan proses difusi inovasi pertama, adalah mempelajari Inovasi. Tahapan ini merupakan tahap awal ketika masyarakat mulai melihat, dan mengamati inovasi baru dari berbagai sumber.
Pemberdayaan politik

Kapasitas untuk menganalisis, mengatur dan memobilisasi dalam pemberdayaan politik adalah tindakan kolektif yang dibutuhkan untuk perubahan kolektif. Hal ini sering dikaitkan dengan pendekatan berbasis hak untuk pemberdayaan dan pemberdayaan warga negara untuk mengklaim hak dan hak mereka (Piron dan Watkins, 2004) dalam Cecilia Luttrell, dkk. (2009). 

Popularitas konsep pemberdayaan baru-baru ini telah membawa perhatian luas yang belum difokuskan membawa perubahan mendasar dalam praktik pembangunan. Beberapa kritik melangkah lebih jauh, menyarankan bahwa penggunaan istilah tersebut memungkinkan organisasi untuk mengatakan bahwa mereka mengatasi ketidakadilan harus mendukung perubahan politik atau struktural, atau redistribusi sumber daya (Fiedrich et al., 2003) dalam Cecilia Luttrell, dkk. (2009).

Kerangka yang dikembangkan oleh Longwe (1991) dalam Cecilia Luttrell, dkk. (2009), memberikan beberapa perbedaan yang berguna antara derajat yang berbeda dalam pemberdayaan (tingkatan derajat pemberdayaan):
1. ‘Derajat’ kesejahteraan: di mana kebutuhan dasar terpenuhi. Ini tidak selalu membutuhkan penyebab struktural yang harus ditangani dan cenderung memandang mereka yang terlibat sebagai penerima pasif.

2. ‘Derajat’ akses: di mana akses yang sama ke dalam bidang pendidikan, tanah dan kredit dijamin.

3. ‘Derajat’ penyadaran dan peningkatan kesadaran: di mana struktur dan kelembagaan diskriminasi ditangani.

4. ‘Derajat’ partisipasi dan mobilisasi: di mana pengambilan keputusan yang setara diaktifkan.

5. ‘Derajat’ kontrol: di mana individu dapat membuat keputusan dan ini sepenuhnya diakui.

Kerangka Longwe menekankan pentingnya mendapatkan kendali atas keputusan dan sumber daya itu menentukan kualitas hidup seseorang dan menyarankan bahwa tingkat pemberdayaan yang ‘lebih rendah’ ​​merupakan prasyarat untuk mencapai yang lebih tinggi.

B. Strategi Literasi Politik di Kalangan Desa

               Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru mengemukakan bahwa strategi kampanye lebih merupakan prinsip pemikiran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan kampanye yang biasanya terjabar  dalam berbagai langka taktis berdasarkan situasi dan kondisi lapangan.
 Strategi kampanye literasi secara empiris dilakukan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kampanye tersebut dilakukan. Untuk strategi kampanye literasi politik di desa kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik desa.  Untuk itu kami memberikan tawaran bagaimana strategi literasi politik di kalangan desa, antara lain:  
1. Kerjasama Pemerintah Desa

Lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa setidaknya mengubah pola dan gerakan pemerintah desa.
 Dapat dikatakan bahwa kewenangan dan anggaran desa diperbesar sehingga desa bisa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis serta dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyrakat adil, makmur, dan sejahtera. 

Desa yang sudah diperhatikan oleh pemerintah pusat merupakan energi yang positif yang harus dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya komunitas literasi politik. Para pegiat literasi politik harus mampu melihat peluang bahwa perhatian pemerintah terhadap desa harus dimaksimalkan bukan hanya untuk pembangunan desa secara fisik namun juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) di desa-desa. Sebab pembangunan SDM lebih penting dan lebih bertahan lama tinimbang pembangunan secara fisik. 

Salah satu pembangunan SDM yakni literasi politik. Salah satu strategi yang mungkin bisa kita lakukan adalah bekerja sama dengan pihak pemerintah desa dalam mengampanyekan literasi politik kepada masyarakat desa. Tentu kerjasama ini harus dimulai dengan melihat potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang dapat terjadi di sebuah desa yang akan dilaksanakan kerjasama dalam kampanye literasi politik. Misalnya, gagasan dan konsep kampanye disiapkan oleh komunitas atau pegiat literasi politik, lalu sarana dan prasarana dalam menyukseskan kampanye literasi politik ini disiapkan oleh pemerintah desa. 

Salah satu point utama dalam kampanye literasi politik di kalangan desa adalah bagaimana masyarakat memahami bahwa politik adalah intrumen terpenting dalam kehidupannya, seperti bagaimana dia hidup berbangsa dan bernegara ditentukan oleh system politik yang berlaku di sebuah negera tersebut. 

Kita boleh melihat contoh dalam gerakan literasi yang digagas oleh John Wood yang mengembangkan ruang baca di berbagai negara belahan dunia. John mengisahkan dalam bukunya bahwa di suatu waktu di Sekolah Shree Janakalyan, di Kavresthali, dekat kota Pokhara, Nepal, para siswa datang ke sekolahnya mereka mendapati sekolah itu kekurangan sumber daya pendidikan yang paling dasar. Yaitu ruang kelas tanpa kertas, pensil, pulpen, atau buku sama sekali bukanlah ruang kelas. Namun kemudian situasi tersebut berubah ketika Wood datang dan membuat perpustakan Room to Read ke-10.000.
 Kegiatan John ini dilakukan lebih dari satu dekade. Ia mengungkapkan bahwa dari hanya lima menjadi sepuluh ribu dalam satu dekade. Halaman Sekolah Shree Janakalyan, Nepal, kini dijejali ratusan siswa yang penuh kegairahan. Mereka bergiliran melalui perpustakaan baru mereka. 

	           Kisah John Wood dengan Room to Read ini merupakan kisah kampanye dan gerakan literasi yang menggugah banyak orang, seperti orang kaya, pejabat pemerintah, dan komunitas filantropi. Sehingga menurut pemakalah bahwa gerakan literasi John Wood ini dapat dikembangkan dalam gerakan dan kampanye literasi politik bekerja sama dengan pemerintah desa.

2. Merangkul Tokoh Masyarakat

          Strategi kedua dalam kampanye literasi politik adalah dengan merangkul tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sebuah desa biasanya adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap kebiasaan dan budaya setempat, misalnya ulama. Di pedesaan ulama atau kyai kerap kali petuahnya didengar oleh masyarakat.  Sebab, kita hidup membutuhkan seorang yang menjadi teladan bagi kita, menjadi tolok ukur dalam melakukan berbagai hal. 

         Dalam hal kampanye literasi politik, tokoh masyarakat dapat melakukan kegiatan persuasif yang lebih mudah dalam mengemas kampanye literasi politik dengan cara yang paling menarik bagi masyarakat setempat.
 Misalnya jika ada permasalahan di antara tetangga, sebagian besar warga desa lebih memilih jalur kekeluargaan dengan mengundang tokoh-tokoh berpengaruh yang ada di masyarakat tersebut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mediasi yang dipimpin oleh orang yang disegani dan dipanuti itu mudah diterima oleh orang-orang uang bersengketa tersebut.     

          Tokoh masyarakat, terlebih di desa-desa pedalaman sangat dihormati dan disegani. Misalnya di Kampung Citorek, Lebak Banten, ketua adat dapat menentukan kapan dilakukannya tandur di sawah-sawah yang dimiliki oleh masyarakat Citorek. Tidak ada salah seorangpun dari warga itu yang membangkang terhadap perintah ketua adat Citorek, walaupun masa panen di sebuah sawah sudah saatnya namun pemilik sawah lebih memilih padinya didiamkan saja menunggu arahan dari ketua adat setempat. Ini menggambarkan bagaimana kekuatan tokoh masyarakat sangat berpengaruh terhadap kegiatan keseharian masyarakat. 

         Melihat kekuatan tokoh masyarakat begitu menonjol sehingga aktivis literasi politik harus mau merangkul tokoh masyarakat dalam mengampanyekan literasi politik. Tentu saja yang pertama yang harus dilakukan oleh pegiat literasi politik adalah mendekati dan memberi pemahaman dan pengertian terlebih dahulu apa itu literasi politik kepada tokoh masyarakat sebelum kegiatan kampanye literasi politik dilakukan.  

3. Membuat Agen Literasi 

             Robert Chambers dalam bukunya Participatory Rural Appraisal (PRA) atau memahami desa secara partisipatif mengemukakan bahwa  masyarakat pedesaan dapat berbuat baik daripada orang luar. Sebuah kegiatan pelopor kemudian menjadi pengembangan penyebaran PRA dan pedekatan serta metode terkait yang dilakukan oleh orang desa itu sendiri.
 

           Lebih lanjut Robert Chambers menyebutkan bahwa The Aga Khan Rural Support Programme (AKRSP) di India telah mengembangkan PRA lebih jauh. Pada akhir tahun 1980-an AKRSP telah mengembangkan sukarelawan desa sebagai suatu pendekatan di mana warga desa dilatih sebagai fasilitator, baik untuk desa mereka sendiri ataupun untuk desa lain. Sukarelawan desa itu bukan hanya berfungsi sebagai penyuluh, melainkan juga memberikan fasilitasi metode dan pendekatan PRA. Para sukarelawan desa itu datang untuk memberikan layanan kepada warga desa yang siap mebayar, baik itu dari desanya sendiri ataupun dari desa lain. Mereka juga mampu membentuk team untuk melaksanakan latihan PRA di desa lain. Tim ini melaksanakan pelatihan di sejumlah desa yang meliputi pemetaan, pembuatan diagram, wawancara, diskusi kelompok tentang prioritas dan persiapan rencana pengelolahan sumber daya alam yang ada di desa. Dari pengmatan tersebut terlihat bahwa mereka sangat menikmati dan menyukai proses tersebut.
 

           Sukarelawan atau pemakalah lebih suka menyebutnya sebagai agen merupakan tim atau sekelompok orang yang konsentrasi terhadap literasi politik. Agen literasi politik pertama-tama harus terampil dalam upaya mengampanyekan materi-materi terkait literasi politik. Agen ini bukan hanya paham akan materi melainkan juga harus menguasai tentang metode dan kondisi di lapangan. Sebab, setiap desa memiliki karakter tersendiri yang harus dipelajari terlebih dahulu oleh agen-agen literasi. 

          Agen literasi politik dapat direkrut dari mahasiswa, dan pemuda yang termasuk dalam kelas menengah terdidik. Mahasiswa-mahasiswa yang merupakan agen of change  harus diterpa oleh pengetahuan akan pentingnya literasi politik yang termasuk dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Menjadi agen literasi politik bagi mahasiswa merupakan salah satu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat. Misalnya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Perguruan Tinggi di Indonesia memuat materi tentang literasi politik. Yang kedua, pemuda yang terhimpun dalam karang taruna juga harus didekati untuk menjadi agen literasi sehingga kemanfaatan organisasi kepemudaan terasa lebih bermanfaat. 

4. Pendekatan Organisasi Kemasyarakatan

             Organisasi Kemasyarakatan yang biasa disebut dengan ormas yang telah berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini masih eksis diantaranya Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 1926. Pengurus organisasi Muhammadiyah dan NU tersebut tersebar hingga pelosok-pelosok nusantara, bahkan terdapat pengurus cabang istimewa di berbagai negara di dunia. Keberadaan ormas Muhammadiyah dan NU di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan negara. Ormas-ormas ini berjasa dalam menjadikan Bangsa Indonesia merdeka, kekuatan ormas seperti Muhammadiyah dan NU ini bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lembaga filantropi. 

           Masyarakat percaya terhadap organisasi ini ditandai dengan eksisnya ormas-ormas ini walaupun usianya lebih dari 100 tahun. Kepercayaan masyarakat terhadap ormas-ormas ini harus dijadikan pijakan dalam mengampanyekan literasi politik. Strategi kampanye literasi politik di kalangan desa dapat dilakukan dengan pemdekatan ormas-ormas yang berpengaruh di masyarakat desa setempat. Pengaruh ormas dalam budaya di pedesaan memudahkan dalam memobilisasi masyarakat dalam menyebarkan pemahaman literasi politik.         

5. Pendekatan Kearifan Lokal

             Penolakan warga Baduy
 terhadap bantuan desa dari pemerinta merupakan ketaatan mereka terhadap kearifan lokal yang telah turun menurun dijaga dengan sebaik mungkin. Kehadiran anggaran dana untuk Desa Kanekes dapat merusak tatanan budaya dan kearifan lokal sehingga kepala Desa Kanekes memutuskan untuk menolak dana desa. 
            Kearifan lokal merupakan panduan bagi warga desa dalam melestarikan nilai-nilai yang telah melekat dalam budaya setempat. Layaknya budaya, kearifan lokal sudah terstruktur, mapan, dan terpola. Sehingga semuanya harus tunduk terhadap kearifan lokal termasuk kepala desa. Walaupun kepala desa memiliki hak yang besar dalam menentukan kebijakan di desanya. Bahkan negara pun harus tunduk kepada aturan kearifan lokal ini.

          Dengan demikian dalam mengampanyekan literasi politik di kalangan desa kita harus memiliki strategi dengan mencermati kearifan local setempat. Sehingga kampanye literasi politik ini tepat sasaran.

6. Face to Face Informal
           Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru menyatakan bahwa struktur wawan muka informasl (face to face informal) merupakan saluran yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik.
 Saluran face to face informal dalam arti tidak terikat dalam struktur formal bersifat bebas namun tidak semua orang dapat akses ke saluran ini dalam keadaan yang sama, mereka yang dapat mengakses kesaluran informal ini biasa nya akan lebih banyak memperoleh informasi ketimbang yang tidak memiliki akses. 
        Strategi face to face informal dalam kampanye literasi politik dapat digunakan untuk mempersuasi warga desa yang belum memiliki pemahaman terkait literasi politik. Jika strategi ini dilakukan dengan menemukan orang yang tepat, artinya dia memiliki pengaruh yang besar terhadap minimal keluarga besarnya atau masyarakat di sekitarnya, maka kampanye literasi politik akan menghasilkan nilai positif. Dengan demikian sebagai pegiat literasi politik kita harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi orang-orang yang berpengaruh di kalangan desa yang bukan termasuk dalam tokoh-tokoh masyarakat secara formal.  

7. Pendekatan Kegiatan Kemasyarakatan

             Di pedesaan dapat kita temukan kerja bakti, sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk menyukseskan kegiatan 17 Agustusan misalnya. Dalam pertemuan warga pada kegiatan kemasyarakatan ini dapat disisipkan nilai-nilai kebersamaan dengan pendekatan literasi politik.
            Selain itu juga tahlilan, pengajian Ibu-ibu bisa juga cara untuk melakukan literasi politik. Di mana masyarakat berkumpul di situ juga bisa kita ikut sertakan kegiatan kampanye literasi politik. Kita dapat melihat misalnya pembagian sajadah, mukenah, kalender, yang bermuatan kampanye partai politik pada pengajian ibu-ibu. Maka kampanye literasi politik juga dapat menggunakan panggung pengajian ibu-ibu dalam mendesiminasikan literasi politik di kalangan ibu-ibu pedesaan. Ibu-ibu termasuk orang-orang yang berpengaruh di dalam keluarganya sehingga mereka dapat menyebarkan di dalam kelompok terkecil di dalam masyarakat yakni keluarga. 

8. Saluran Media Massa di Desa

Buletin merupakan salah satu media massa yang masih ada saat ini. Media massa baik cetak maupun elektronik, seperti koran, majalah, fotografi, radio, televisi dan media lainnya merupakan domain publik, yang menjadikannya sebagai public sphare
. Buletin sebagai alat untuk menyebarkan ide, gagasan dan ajakan, merupakan media yang cukup diperhitungkan dalam hal ini. Meski begitu, ada juga buletin yang diterbitkan oleh sebuah penerbit dan disebarkan ke berbagai masjid di wilayah Indonesia. 
Eickelman, Jon W. Anderson (1997) menungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir komitmen penerbitan Islam di Indonesia terhadap toleransi beragama telah bergabung dengan isu-isu konkret tentang hak asasi manusia dan kebebasan pers. Penonton untuk ide-ide ini terutama di kalangan kelas menengah perkotaan, yang tertarik pada gagasan pluralisme sipil — gagasan yang kadang-kadang dianggap sebagai ciptaan Barat — di mana Islam tetap menjadi pusat kehidupan sosial dan politik. Di Indonesia, di mana sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga keagamaan merupakan pengaturan utama untuk wacana dan publikasi Islam, diskusi tentang bagaimana menjalani kehidupan Muslim memerlukan upaya untuk berhubungan dengan nasionalisme Indonesia yang diarahkan oleh negara.

Gerakan buletin Jumat bernama Buletin Alfata; Muslim Muda Indonesia yang digagas oleh The Political Literacy Institute dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta adalah salah satu model bagaimana literasi politik dilakukan di masjid-masjid di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Tengerang Selatan. Aktivitas literasi politik seperti buletin ini dapat dibaca oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Masyarakat desa dapat tersentuh dengan buletin jumat ini. 

Penelitin PPIM UIN Jakarta tentang Buletin Jumat di lima kabupaten di Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupatan Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 ini  mengungkapkan bahwa Buletin Kaffah yang digagas oleh Hizbut Tahrir Indonesia merupakan buletin yang secara massif tersebar di berbagai kota di Indonesia. Buletin Kaffan dalam berbagai tulisannya selalu menawarkan sistem khilafah yang merupakan sistem pemerintahan terbaik. 

9. Saluran Media Sosial

Media sosial yang banyak digunakan seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan belakang Youtube menjadi alat atau saluran bagaimana kampanye literasi politik daapat dilakukan. 
 Sejumlah akun di Instagram dan Twitter seperti @pinterpolitik yang memiliki pengikut 111 ribu mengunggah materi-materi politik di akunnya, @csdf_ugm atau akun Center for Digital society dibawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang memiliki pengikut sebanyak 6.477 juga mengunggah materi-materi tentang masyarakat digital, juga akun @muslimmudaindo_ yang memiliki pengikut sebanyak 2.060 menebarkan literasi ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lilalamin.
Gerakan literasi di media sosial ini sejatinya diharapkan mampu menyebarkan literasi politik demi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Penggunaan telepon pintar dan gawai yang menjadi bagian dari kehiduapan warga di Indonesia menjadi upaya saluran media sosial dalam menebar kebaikan. Masyarakat desa pun tidak sedikit yang memiliki gawai canggih yang digunakannya untuk mengakses informasi literasi politik.

KESIMPULAN
Masyarakat desa merupakan salah satu masyarakat yang terpinggirkan. Karena itu masyarakat desa harus diberdayakan. Strategi pemberdayaan dalam artikel ini adalah dengan pendekatan literasi politik di kalang desa dengan sembilan tawaran pendekatan. 
Pemberdayaan politik di kalangan desa merupakan sebuah keniscayaan. Masyarakat di kalangan desa harus mampu mengubah diri mereka sendiri dengan pendekaran pemberdayaan politik. 
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